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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 1999
TENTANG

PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA

a

(PERUM PERHUTANI)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) yang mencabut
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata
Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN),
Perusshaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan
(PERSERO), maka peraturan tentang Perusahaan Umum Kehutanan
Negara (PERUM PERHUTANI) perlu disesuaikan;

bahwa berhubung dengan hal tersebut dalam huruf a maka
dipandang perlu untuk mengatur kembali peraturan tentang
Perusashaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI)
dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1989);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
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Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang
Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservas: Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan
Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI).

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.

Perusashaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI),
yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik
Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun
1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan
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kewenangan Menteri, di mana seluruh modalnya dimiliki Negara
berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas
saham.

. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi
Perusahaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat

berkembang dengan baik.

. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap
Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya
dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya yang telah ditetapkan.

. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara
membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dan keadaan yang
seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam
bidang teknis operasional.

. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Perusahaan sesual
dengan kebijakan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan dan pembinaan yang digariskan oleh Menteri.
. Pengurusan Hutan adalah kegiatan :

a. mengatur dan melaksanakan perlindungan, pengukuhan,

penataan, pembinaan dan pengusahaan hutan;
b. menyelenggarakan inventarisasi hutan;

c. melaksanakan penelitian dan pengembangan tentang hutan dan
hasil hutan serta guna dan manfaatnya, serta penelitian sosia

ekonomi dari masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan;
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d. mengatur serta menyelenggarakan penyuluhan, pendidikan, dan
pelatihan dalam bidang kehutanan.

7. Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah dalam
setigp penyertaan kekayaan Negara yang dipisahkan untuk
dimaksukkan kedalam Perusahaan.

8. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang

kehutanan.

9. Direks adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas
kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan

serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

10. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam
menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.

BAB II
PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 2
Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 1978 yang selanjutnya diatur kembali dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986, dilanjutkan berdirinya dan
meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini.
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BAB IlI
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Bagian Pertama
Umum
Pasal 3
(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan
Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk
menyelenggarakan kegiatan perencanaan dan pengurusan hutan

dalam wilayah kerjanya.

(2) Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan

Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini,
terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu
Pasal 4
Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

Pasal 5

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.



